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[7] Tata Kelola dan Digitalisasi (GD)
[7.21] Kode etik tertulis yang berlaku bagi pimpinan universitas, staf akademik, staf
administrasi, dan mahasiswa

DOKUMEN KODE ETIK

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang
Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan
Rektor Universitas Indonesia tentang Kode Etik dan Kode
Perilaku Universitas Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Tinggi (L \  Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menerapkan kode etik tertulis yang berlaku bagi
pimpinan, staf akademik, staf administrasi, dan mahasiswa sebagai bagian dari penerapan
tata kelola institusi yang berintegritas dan profesional. Implementasi kode etik tersebut
mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode
Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia yang menjadi pedoman perilaku seluruh
sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia, termasuk Fakultas Psikologi.
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PENEGAKAN INSTITUSIONAL

Kebijakan — Landasan Regulasi Sistem Whistleblowing

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a

Sistem whistleblowing Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan
Rektor Universitas Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Sistem Pelaporan Dugaan
Pelanggaran, yang merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya (PR No. 028 Tahun
2018). Pembaruan regulasi ini merupakan bukti konkret bahwa sistem whistleblowing UI
tidak statis melainkan telah melalui siklus evaluasi dan revisi secara aktif. Peraturan ini
bertujuan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan dugaan
pelanggaran secara sistematis dan efektif, menegakkan Kode Etik dan Perilaku UI, menjaga
reputasi Ul sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan asas benar, jujur, dan adil,
serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi tata kelola Ul. Sebagai unit akademik UI,
FPsi Ul menginduk sepenuhnya pada regulasi ini dalam penyelenggaraan sistem pengaduan
di lingkungan fakultas.
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Alur Prosedur — Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
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Sistem whistleblowing FPsi Ul dilengkapi dengan alur prosedur pelaporan yang
terstandarisasi dan terdokumentasi. Prosedur ini mengatur tahapan pelaporan secara
sistematis — mulai dari penerimaan laporan, verifikasi kelengkapan bukti dukung, hingga
proses tindak lanjut oleh tim yang berwenang. Tersedianya alur prosedur yang
terdokumentasi memastikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran ditangani secara
konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alur Proses — Aduan SIPDUGA Ul

SIPDUGA UI adalah mekanisme pelaporan tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar
kode etik dan perilaku Ul dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-
undangan yang dilakukan oleh warga UI. Alur proses aduan SIPDUGA UI menggambarkan
perjalanan laporan dari pelapor hingga penyelesaian mencakup pengisian formulir laporan,
konfirmasi penerimaan laporan, permintaan kelengkapan bukti dukung, hingga penyampaian
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hasil proses kepada pelapor. Reformasi SIPDUGA UI yang dilakukan pada November 2024
menekankan bahwa sistem yang diperbarui kini lebih fokus pada proses penyelesaian dugaan
pelanggaran, bukan sekadar pelaporan memastikan bahwa setiap aduan yang masuk
ditindaklanjuti secara substantif dan tuntas.

Kanal Layanan Pelaporan

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyediakan akses layanan pengaduan yang
terintegrasi dan mudah dijangkau oleh seluruh sivitas akademika melalui website resmi
fakultas di psikologi.ui.ac.id. Melalui halaman ini, sivitas akademika dapat mengakses
Layanan Informasi Publik FPsi Ul maupun SIPP (Sentra Informasi & Pelayanan Publik UT)
platform layanan terpadu Universitas Indonesia yang menyediakan berbagai kanal
pengaduan dan pelaporan, mencakup contact center di nomor 1500 002, layanan WhatsApp
di 0815 1500 000 2, serta integrasi dengan platform pengaduan nasional LAPOR!
(lapor.go.id). Ketersediaan multi-kanal layanan pelaporan yang terpublikasi secara terbuka
di website resmi FPsi Ul mencerminkan komitmen fakultas terhadap transparansi dan
aksesibilitas sistem pengaduan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Pelayanan Informasi

TAHUN 2025
b
INDONESIA

UNIVERSITAS

-

E o
PEJABATPENGELOLA |
INFORMASI DAN |

DOKUMENTAS! (PPID)
UNIVERSITAS INDONESIA
| |
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Transparansi sistem pengaduan FPsi Ul juga tercermin melalui publikasi Laporan Pelayanan
Informasi secara berkala yang dapat diakses melalui https://ppid.ui.ac.id/laporan-layanan-
informasi-publik/ . Laporan ini mendokumentasikan rekam jejak pengaduan dan layanan
informasi yang telah diproses, sebagai wujud akuntabilitas institusional kepada seluruh
pemangku kepentingan. Keberadaan laporan berkala ini membuktikan bahwa sistem
pengaduan tidak hanya berjalan secara operasional, tetapi juga dipantau dan dievaluasi
hasilnya secara konsisten.

Peninjauan Berkala

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
UNIVERSITAS INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

3 Tinggi dan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Ind;
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin  Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,
Statuta Universitas Ind ia, perlu
Rektor Universitas Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Rektor Nomor 4
Perilaku Universitas Indonesia; Tahun 2024 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
L Indonesia, tata cara

dan penyelesaian pelanggaran kode ctik dan kode
perilaku di Universitas Indonesia;

b. bahwa diperlukan pedoman yang mengatur mekanisme
untuk i i setiap

sikap tindak dan perilaku yang dilakukan oleh setiap
Warga Universitas Indonesia, dan penjatuhan sanksi
apabila terdapat pelanggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menctapkan
Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang
Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode
Perilaku Universitas Indonesia;

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menginduk pada kerangka kebijakan integritas
institusional Ul yang komprehensif dan berlapis. Landasan utamanya adalah Peraturan
Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia
yang mengatur standar perilaku seluruh warga Ul, dan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang
menetapkan mekanisme penanganan pelanggaran secara sistematis. Penerbitan dua
peraturan rektor baru di tahun 2024 ini merupakan bukti konkret bahwa sistem integritas Ul
tidak statis, melainkan aktif diperbarui dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
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